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ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat luas menjadikan
suatu negara wajib mengadakan tempat tinggal untuk masyarakat, hal itu pun
menjadikan satu peluang tersendiri bagi pengembang untuk melaksanakan kegiatan
bisnisnya dengan membangun sarana tempat tinggal untuk masyarakat, maka
diperlukan pembangunan yang diutamakan pada pembangunan perumahan. Namun
perkembangan pembangunan perumahan di Indonesia tidak selalu berjalan mulus
tanpa hambatan didalamnya. Rencana perluasan area perumahan oleh pengembang
pada pada kawasan yang sudah ada sebelumnya tidak dengan mudah dilaksanakan.
Sehingga diperlukan langkah preventif atau pencegahan tekait kemungkinan-
kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari ketika diadakannya rencana
perluasan area perumahan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
konseptual sehingga dalam penulisan ini penulis merujuk kepada prinsip-prinsip
hukum, prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun
doktrin-doktrin hukum, meskipun tidak secara eksplisit, konsep dapat juga
diketemukan di dalam undang-undang. yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta bahan hukum sekunder
berupa bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer antara lain Peraturan-
Peraturan Pemerintah, Peraturan-Peraturan Daeran, maupun buku-buku yang
berkaitan dengan perumahan, data-data yang digunakan dianalisis dengan cara
analisis kualitatif dan dengan pola pikir logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan
dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Dengan dipenuhinya perizinan-perizinan oleh pengembang maka rencana
perluasan dapat dilakukan asal tidak mengubah ataupun melanggar kondisi
eksisting daripada unit perumahan yang dekat dengan area rencana perluasan area.
Mengenai dokumen yang berpengaruh terhadap rencana perluasan area dapat
menghambat jika memang ada janji yang diberikan pengembang untuk tidak
dilakukan perluasan. Perlindungan hukum dapat diberikan baik kepada konsumen
maupun kepada pemilik sertipikat dalam hal sebagai pihak ketiga yang tidak
membeli unit rumah secara langsung kepada pengembang.

Kata kunci: rencana, perluasan area, perlindungan hukum bagi konsumen.
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THE JURIDICAL REVIEW OVER DEVELOPER PLANS IN AREA
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1287024

ABSTRACT

Fulfilling the needs of a place to stay for people required the country to
provide public housing. This phenomenon also becomes a specific chance for
developers to conduct their business activities to build public housing facilities as
their priority. However, the development of housing construction in Indonesia not
always runs well. Residential area expansion plan by developers on the pre-existing
neighborhood is not easily implemented. Preventive actions related to the
possibilities that will happen later during the implementation of residential area
expansion plan.

This research used normative juridical method with conceptual approach, in
which the researcher refers to the principles of law that can be found scholars’
statements or legal doctrines. And even though not explicitly, the concept can also
be found in the legislation, including Constitution No. 1 year 2011 about Housing
and Settlements Region, and Constitution No. 8 year 1999 about Costumer
Protection, as well as secondary law in the form of legal materials that explain the
primary legal materials include Government Regulations, Regional Regulations,
and books related to housing. The data is analyzed by qualitative analysis and with
the deductive logic mindset, which was to infer conclusion from individual case
into general conclusions.

With the fulfillment of licenses by the developer, the expansion plans do not
change or violate existing condition of the housing units near the site of the planned
expansion area. Documents related to the area may hamper the expansion plans if
the developer mentions a premise not to do any expansion. Legal protection can be
provided either to consumers or to the certificate owner as the third party who did
not purchase the house directly to the developer.

Keywords: plans, area expansion, customer law protection.
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